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LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT 
 
         Sejak dilahirkan dan dibesarkan manusia sudah berada dalam suatu lembaga sosial dan kelompok sosial yaitu keluarga. Selain keluarga dalam riwayat hidupnya setiap orang pasti masuk dalam suatu lembaga sosial yang lain seperti lembaga agama, suku, kumpulan olah raga, OSIS, pramuka, organisasi pemuda dan sebagainya. Lembaga sosial dan kelompok sosial merupakan suatu hal  yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, karena sebagian besar kegiatan seseorang berada dalam satu bahkan lebih dari satu lembaga sosial. Lembaga sosial berkaitan erat dengan kelompok sosial karena keduanya saling mengisi dan melengkapi satu sama yang lain. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan, ketentuan, norma sosial yang sudah melembaga, sehingga keberadaannya disepakati dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh anggotanya (institusi, masyarakat).   
         Lembaga sosial  mengatur pola kehidupan tertentu dalam kelompok sosial seperti keluarga, agama, pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya. Kelompok sosial merupakan tempat seseorang berhimpun/menyatu dengan orang  lain, karena pada dasarnya manusia hidup memiliki naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain (gregariousness),  karena manusia tidak sempurna dalam hidupnya dan memiliki beberapa kelemahan sehingga membutuhkan orang lain. Sejak manusia dilahirkan sebetulnya sudah memiliki naluri untuk menjadi satu dengan manusia lain (Ibu) dan keluarga, disamping itu manusia juga mempunyai naluri ingin bersatu dengan lingkungannya, salah satunya adalah lembaga sosial yang ada disekitarnya.   
A. Pengertian lembaga sosial 
            Lembaga sosial (dikenal juga sebagai lembaga masyarakat) merupakan  salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan kegiatan manusia, terutama hubungan antar manusia ketika mereka menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupannya. Istilah lembaga sosial adalah dari social institution (dalam bahasa Inggris) merupakan perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat, namun social institution juga diterjemahkan sebagai pranata sosial. Pranata sosial merupakan sistem tata kelakukan dan hubungan pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.   Lembaga sosial terbentuk dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat. Dengan adanya lembaga sosial dimaksudkan   agar dalam melakukan hubungan antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan kelompok bahkan antara kelompok dengan kelompok lain dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.  Menurut Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma mencakup gagasan, aturan, tata cara, kegiatan dan ketentuan sanksi (reward and punishment system). Sistem norma itu merupakan hasil proses yang cukup panjang, lama dan berangsur-angsur menjadi suatu sistem yang terorganisasi dengan baik dan teruji kredibilitasnya.   
             Untuk lebih memperjelas tentang lembaga sosial, berikut ini beberapa definisi menurut para sosiolog dan antropolog, sebagai berikut: 
1. Paul B Horton dan Chester L. Hunt. 
Lembaga sosial merupakan system untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan pada kegiatan pokok manausia. 
2. Bruce J. Cohen. 
Lembaga sosial merupakan sistem pola sosial yang tersusun rapi dan secara berkala relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh. 
3. W.G. Sumner 
Lembaga sosial merupakan perpolaan fungsional dari pola kebudayaan yang meliputi perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
 
4. Leopod  Von Wiese dan Howard Becker 
Lembaga sosial merupakan jaringan dari pada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut. 
5. Robert Macler dan Charles H Page. 
       Lembaga sosial adalan tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masyarakat yang dinamakan asosiasi. 
6. Koentjaraningrat 
        Lembaga sosial merupakan suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan manusia dalam kehidupan masyarakat. 
7. Soerjono Soekanto  
        Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. 
           Atas dasar definisi tersebut pengertian lembaga merupakan suatu bentuk, yang mengandung  hal yang abstrak yaitu adanya norma-noema dan peraturan peraturan tertentu yang menjadi cirri lembaga tersebut. Lembaga sosial mengandung norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup agar terjadi keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan, terutama jalannya lembaga tersebut.  
       Norma norma dalam masyarakat dalam perkembangannya akan mengelompok pada berbagai keperluan pokok.  
Pengelompokan tersebut Soejono Soekanto mencontohkan:   
1. Kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga keluarga batih, pelamaran, penceraian;  
2. Kebutuhan akan mata pencaharian menimbulkan lembaga pertanian, peternakan, koperasi, industri;  
3. Kebutuhan pendidikan menimbulkan pondok pesantren, sekolah dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi;  
4. Kebutuhan rasa keindahan menimbulkan kesusasteraan, seni rupa, seni suara ;  
5. Kebutuhan jasmani menimbulkan olah raga, kecantikan, kebugaran, kedokteran.  
Lembaga sosial berada pada setiap kehidupan masyarakat baik pada tahapan manusia berbudaya bersahaja sampai dengan masyarakat modern.  
B. Pertumbuhan Lembaga Sosial 
            Proses terbentuknya Lembaga sosial diawali dari tumbuh berkembangnya kekuatan ikatan hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Ikatan tersebut terkait dengan keberadaan nilai dan norma dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai lembaga sosial dibentuk oleh manusia sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga dalam perkembangan masyarakat dapat terjadi perbedaan mengenai corak dan model lembaga sosial yang dihasilkan. Itu semua  bermula  dari kebutuhan manusia dan masyarakat akan keteraturan serta ketertiban dalam kehidupannya. Dalam lembaga sosial dikenal adanya norma dan sistem pengendalian sosial, keduanya saling terkait.  
1. Norma-norma sosial. 
        Untuk mendapatkan keteraturan hidup dan ketertiban bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Sehingga semua kegiatan manusia tunduk pada panduan kebiasaan bertingkah lahu (habitualisasi), yaitu proses yang menjadikan suatu perilaku menjadi kebiasaan atau hal biasa dilakukan oleh seseorang.  Habitualisasi dapat diartikan dengan pembiasaan, sehingga ketika kebiasaan bertingkah laku tersebut dianggap menjadi hal yang penting dan bermanfaat serta hal tersebut telah diyakini oleh banyak orang, maka proses intitualisasi (pelembagaan) pun terbentuk.  Lembaga sosial dapat tumbuh secara tidak terencana yaitu lahir secara  bertahap dalam masyarakat, karena dihadapkan pada kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sistem barter, adat istiadat, norma tidak tertulis. Pada dasarnya lembaga sosial sebagian besar timbul karena direncanakan,  melalui perencanaan matang oleh seseorang/kelompok orang atau bahkan masyarakat melalui musyawarah anggotanya, menentukan normanorma. Lembaga sosial juga bisa dibentuk melalui kekuasaan dan kewewenangan, misalnya aturan pemerintah desa (perdes), bupati (perbup), menteri (permen) bahkan presiden (kepres).  Sejumlah aturan dan normanorma tersebut kemudian disebut sebagai lembaga sosial.   
Akan tetapi tidak semua aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial sekumpulan aturan dan norma tersebut mengalami proses yang panjang. Robert M.Z. Lawang mengatakan proses tersebut dinamakan pelembagaan atau institutionalized, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi.  Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses yang berjalan dan teruji menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalam kehidupan bersama.  
Proses pembentukan norma menjadi lembaga sosial melalui dua cara, yaitu : a.  Proses Pelembagaan (Institusionalisasi) 
          Proses institusionalisasi adalah suatu proses yang dilalui suatu norma sosial / kemasyarakatan yang baru, untuk menjadi salah satu lembaga sosial. Pada mulanya norma sosial sudah dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh wargaa anggota dalam kehidupan masyarakat.   Proses tersebut menggambarkan bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang sudah mapan itu terjadi dan diterima dalam suatu masyarakat. Norma setelah mengalami proses panjang pada akhirnya menjadi bagian dari lembaga sosial.   
Norma akan melembaga (institutionalized) dalam sistem sosial jika memenuhi tiga syarat yaitu:  
1) Sebagian besar warga atau suatu sistem sosial menerima norma tersebut. 
2) Norma tersebut telah menjiwai sebagian besar warga sistem sosial   
      tersebut.  
3) Norma tersebut disertai dengan adanya sanksi yang tegas 
b. Proses Internalized 
              Proses internalisasi adalah proses pelembagaan yang sudah meresap dalam jiwa anggota masyarakat, dan merupakan pedoman bertingkah laku dalam kesehariannya. Proses terbentuknya lembaga sosial tidak hanya berhenti pada proses tersebut, melainkan meresap dalam jiwa dan sanubari anggota masyarakat.  
Norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, mempunyai kekuatan yang berbeda, ada norma yang lemah, sedang dan kuat daya ikatnya. Karena kuatnya ikatan sehingga semua anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Dalam sosiologi kekuatan mengikat norma tersebut dikenaal dengan empat hal, yaitu : 
a. Cara (usage) 
Merupakan suatu bentuk perbuatan, lebih banyak ditunjukkan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap “cara” tidak mengakibatkan hukuman / sangsi yang berat, biasanya hanya berupa celaan dari individu yang dihubungi. Misalnya cara makan dihadapan orang lain ada yang sampai mengeluarkan bunyi (glegeken=jawa) sebagai tanda rasa puas. Dengan mengeluarkan bunyi tersebut sering dianggap sebagai hal yang kurang sopan, sehingga orang yang mendengarkannya mencela atau merasa tersinggung. 
b. Kebiasaan (folkways) 
Kebiasaan adalah perilaku yang diakui dan diterima keberadaannya di dalam masyarakat. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan individu dalam masyarakat tersebut banyak menyukai perbuatan tersebut. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat lebih besar dari pada cara, dan berkembang menjadi norma pengatur dan sering disebut sebagai tata kelakuan (mores). Misalnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Hal ini sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, apabila rasa hormat terhadap orang yang lebih tua tersebut tidak dilakukan maka dianggap sebagai penyimpangan dari kebiasaan. Maka bila orang lain yang mengetahuinya akan menegur dan menyalahkan karena sudah melakukan penyimpangan dari kebiasaannya. 
c. Tata kelakuan (mores) 
Tata kelakuan adalah sifat-sifat yang hidup dan berada dalam kelompok masyarakat diperlakukan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan dapat berfungsi sebagai aturan perbuatan dan sebagai pengawas agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya sesuai ketentuan tata kelakuan yang berlaku dalam masyaraakatnya. Alasan adanya tatakelakuan adalah: 
1) Memberi batas pada perilaku individu 
Tata kelakuan disini sebagai alat untuk memerintahkan dan melarang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. 
2) Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. 
Tata kelakuan memaksa seseorang menyesuaikan tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku, juga mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang untuk menyesuaikan diri sesuai kemampuannya.  Disini berlaku hukuman bila melakukaan penyimpangan dan memberi hadiah atau pujian bila seseorang memberikan keteladanan. 
3) Menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. 
Setiap orang mempunyai tata kelakuan dalam kaitannya dengan pergaulan dengan lain jenis berlaku untuk semua orang tidak membedakan usia dan golongan. Tata kelakuan disini berfungsi menjaga keutuhan dan kerja sama antara anggota masyarakat. 
d. Adat istiadat (costum) 
Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, daya ikatannya semakin kuat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan memperoleh sangsi yang keras. Seperti sistem perkawinan sudah ditetapkan secara baku, bila melanggar yang bersangkutan bahkan keluarganya akan malu dan tercemar namanya dalam masyarakat. Pada suku tertentu bila ada yang melakukan pelanggaran dalam adat perkawwinan, cara untuk menghilangkan pelanggaran itu harus melalui upacara adat tertentu dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Bila tidak mau melakukan upacara adat  (mohon maaf) keluarga tersebut bisa diusir dari dari masyarakatnya.  
Dalam berperilaku , seseorang terikat dengan batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar, bila batas-batas tersebut dilanggar orang tersebut akan dihukum. Bila semua orang dapat mengetahui, memahami, menghargai  norma-norma yang mengatur kehidupannya, maka ada kecenderungan untuk mentaatinya, proses selanjutnya norma berproses ke kelembagaan pada tarap yang lebih tinggi. 
2. Pengendalian sosial (social control) 
         Pengendalian sosial adalah  pengawasan oleh masyarakat mencakup segala proses baik yang direncanakan atau tidak, bersifat mendidik, mengajak atau memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai serta norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Pengendalian dapat dilakukan oleh individu terhadap individu atau kelompok lain atau suatu kelompok terhadap individu. Juga bisa dari warga masyarakat kepada pemerintah, itu semua merupakan pengendalian masyarakat yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian, ketenteraman dan keadaan damai antara stabilitas dalam masyarakat dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat melaui keselarasan kepastian yang berkeadilan. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif. Pengendalian sosial bersifat preventif adalah usaha peencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Usaha pengendalian preventif seperti sosialisasi, pendidikan formal, informal dan non formal. Sedangkan usaha pengendalian represif adalah bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha represif seperti adanya sangsi terhadap warga yang melakukan pelanggaran atau menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 
          Proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara persuasive (tanpa kekerasan)  dan cara coursive (paksaan). Pada masyarakat dengan kondisi normal, tentram tidak ada suatu gangguan dan penyimpangan pendedekatan dengan cara persuasive lebih diutamakan, karena akan lebih efektif dari pada cara kekerasan. Pendekatan cara paksaan bisa dilakukan pada masyarakat dengan kondisi yang sering mengalami perubahanperubahan, karena dengan paksaan akan berfungsi membentuk kaidahkaidaah baru menggantikan kaidah lama yang telah mengalami perubahan. Namun pendekatan paksaan ini juga tidak dapat dilakukan untuk  semua bentuk perubahan yang ada di masyarakat, karena pendekatan kekerasanpun ada batas-batasnya. Kekerasan dan paksaan akan menimbulkan reaksi negatif dan tidak akan menghasilkan pengendalian sosial yang diterima secara baik bahkan mungkin tidak akan melembaga.   Selain cara tersebut dikenal pula teknik-teknik compulsion dan pervasion. Cara kompulasi membuat situasi tertentu sehingga seseorang dengan terpaksa taat dan mengubah sikapnya dan akhirnya mengasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Teknik pervasion  penyampaian norma-norma secara berulang-ulang disetiap ada kesempatan dengan harapkan norma yang disampaikan tersebut dengan tidak dasar diterima oleh anggota masyarakat, setiap orang akan mengubah sikap dan perilakunya sampai dengan kondisi serasi dan kondusip dalam masyarakat tersebut.  
C. Syarat Norma Melembaga 
 Syarat Terbentuknya Lembaga Sosial agar bisa melembaga, menurut : 
1. Selo Soemardjan, lembaga sosial merupakan sesuatu yang harus dipegang dan sebagai aturan yang mengikat dalam masyarakat. Sebagai proses bertumbuhnya sampai melembaga yang  mengikat harus memiliki tiga syarat.  
Syarat-syarat terbentuk lembaga sosial adalah sebagai berikut : a. 	Norma menjiwai seluruh anggota masyarakat 
b. Diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa adanya    
       halangan  yang berarti  
c. Norma harus memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat 
2. Menurut H.M. Johnson suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut : 
a. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma         tersebut. 
b. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. 
c. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat pada setiap anggota             masyarakatnya.           
3. Robert K. Merton menyebutkan ada tiga syarat kelompok sosial yaitu : 
a. Memiliki pola interaksi 
b. Pihak yang berinterakssi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok 
c. Pihak yang berinteraksii didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. 
        Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika normanorma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatri dalam diri seseorang secara sukarela (internalized) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau institutionalization menghasilkan lembaga sosial. 
Menurut Koentjaraningrat aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Persyaratan tersebut antara lain  : 
1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat  istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. 
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. 
3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks- kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. 
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. 
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok- kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. 
D. Ciri, Karakter dan Fungsi Lembaga Sosial 
1. Ciri lembaga sosial 
Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Beberapa ciri umum suatu lembaga sosial menurut John Lewis,  adalah : 
a. Lembaga sosial merupakan hasil dari pemikiran dan perilaku yang dilakukan     
      oleh aktivitas masyarakat. 
b. Memiliki eksistensi (kekekalan) sehingga wajib dipertahankan 
c. Mempunyai  tujuan tertentu 
d. Memiliki alat untuk mencapai tujuan. 
e. Memiliki lembaga tertentu yang digunakan sebagai simbol dalam sebuah tujuan dan fungsinya. 
f. Memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan dasar dari  pranata untuk menjalankan fungsinya. 
J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul "Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial" (General Features of Social Institution) menguraikan sebagai berikut : 
a. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Lembaga sosial terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakukan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional. 
b. Lembaga sosial bercirikan oleh adanya suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan. Sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga sosial setelah melewati waktu yang relatif lama. Lembaga sosial biasanya juga mempunyai umur yang lama, karena orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat. 
c. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Seperti lembaga pendidikan mempunyai beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, lembaga perbankan, lembaga agama, dan lain- lain. Lembaga sosial mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Seperti, untuk lembaga keluarga memiliki tempat berupa rumah, serta untuk lembaga agama berupa masjid, gereja, pura, dan wihara. Beberapa tujuan mungkin tidak sesuai dengan fungsinya apabila dipandang dari sudut budaya secara keseluruhan, karena tujuan merupakan harapan golongan masyarakat bersangkutan, sedangkan fungsi adalah peranan lembaga dalam system sosial dan kebudayaan masyarakat. 
d. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan  lencana  untuk mengetahui ciri sekolah tertentu. Simbol tersebut merupakan alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.  
e. Lembaga sosial biasanya mempunyai lambang-lambang, yang merupakan cirri khas lembaga masyarakat, yang menggambarkan tujuan serta fungssi lembaga tersebut. Contoh bendera perserikatan, panji, lambing perguruan tinggi, lambing kabupaten / propinsi. negara. Lambang selain bendara juga bisa berujud tulisan atau slogan-slogan. 
f. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. 
2. Karakter lembaga sosial 
John Conen mengemukakan karakteristik dari lembaga sosial terdapat sembilan ciri khas (karakteristik) yaitu : 
a. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. 
b. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. 
c. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya. 
d. Ada saling ketergantungan antar lembaga sosial di masyarakat, perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain. 
e. Meskipun antar lembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna disekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan. 
f. Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi. 
g. Suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku. 
h. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu. 
i. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya. 
        Secara 	umum 	karakteristik 	lembaga 	sosial 	adalah: 
a. Memiliki simbol sebagai ciri khusus/identitas.    
    Contoh : lembaga keluarga  dilambangkan dengan cincin kawin, lembaga       Hukum dilambangkan dengan “fair lady”,dsb 
b. Memiliki tata tertib dan tradisi berupa aturan tertulis/tidak tertulis yang      dijadikan panutan bagi pengikutnya.    
    Contoh : aturan dan keluarga untuk  menghormati yang lebih tua  
d. Usia lebih lama.   Usia lembaga sosial lebih lama dari usia warga masyarakat  dan  lembaga sosial diwariskan dari generasi ke generasi.   
  Contoh : dalam keluarga, sistem pertunangan atau pewarisan sudah ada sejak dahulu. 
e. Memiliki alat kelengkapan.   Alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut.  
Contoh : buku dalam lembaga  pendidikan sebagai alat mencapai tujuan  proses  belajar mengajar 
f. Memiliki ideologi sendiri yang dianggap ideal 
g. Memiliki tingkat kekebalan, tidak mudah hilang. 
3. Fungsi Lembaga Sosial 
      Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalahmasalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. 
b. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan 
c. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. 
Menurut Horton dan Hunt, fungsi lembaga sosial adalah: 
a. Fungsi manifes atau fungsi nyata yaitu fungsi lembaga yang disadari dan di akui oleh seluruh masyarakat 
b. Fungsi laten atau fungsi terselubung yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. 
E. Tipe-Tipe Lembaga Sosial 
Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan sudut perkembangan 
a. Cresive institution yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.  
Contoh: lembaga perkawinan, hak milik dan agama 
b. Enacted institution yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  
      Contoh: lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan 
2. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat 
a. Basic institution yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.  
Contoh: keluarga, sekolah, dan negara. 
b. Subsidiary institution yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masingmasing masyarakat seperti rekreasi. 
3. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat 
a. Approved dan sanctioned institution yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang. 
b. Unsanctioned institution yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya.  
Contoh: sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. 
4. Berdasarkan sudut penyebarannya 
a. General institution yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia.  
Contoh: institusi agama 
b. Restricted institution yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu.  
Contoh: lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. 
5. Berdasarkan sudut fungsinya 
a. Operative institution yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan.  
Contoh: institusi ekonomi. 
b. Regulative institution yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat.  
Contoh: institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan. 
4. Jenis-jenis dan Peranan Lembaga Sosial 
     Ada beberapa jenis lembaga sosial, yakni : 
a. Lembaga Keluarga 
Konsep keluarga dapat diartikan sebagai kesatuan sosial (masyarakat)  yang terkecil terdiri dari bapak ibu dan anak (keluargaa batih / inti). Namun dalam kenyataanny sering ada keluarga yang hanya terdiri dari pasangan suami istri (keluarga parsial), ayah saja atau bapak saja (salah satu sudah meninggal atau cerai). Bisa juga keluarga terdiri dari banyak anggota yaitu dasamping keluaarga inti juga masih ditambah dengan keluarga lain bisa adik, ipar, keponakan (keluaarga besar) dan tinggal dalam satu rumah sedapur. Paul B Horton mengatakan, keluarga adalah sebagai suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi tertentu lainnya. 
1. Terbentuknya keluarga dan karakteristiknya. 
Dalam arti historis keluarga terbentuk atas kesatuan yang terbatas yaitu dua individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mengadakan ikatan-ikatan tertentu yang disebut perkawinan. Perkembangan berikutnya keluarga semakin bertambah anggotanya bila sudah memiliki anak baik anak keturunan maupun anak hasil adopsi. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia. Pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat atau pemerintah dengan proses seperti dibawah ini : 
a) Diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita 
b) Interaksi dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi hubungan social yang lebih intim sehingga terjadi proses perkawinan. 
c) Setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan , kemudian terbentuklah keluarga inti. 
Tahapan proses terbentuknya keluarga adalah : Tahap formatif atau preneptual, yaitu masa persiapan sebelum perkawinan, yaitu peminangan dan pertunangan; Tahap perkawinan (nuptual stage), yaitu ketikaa berlaangsung upacara perkawinan dan sesudahnya sampai melahirkan anak; Tahap pemeliharaan anak (child rearing Stage), yaitu keluarga dengan anak-anak hasil perkawinan; Tahapkeluarga dewasa (maturity stage), yaitu keluarga dengan anak-anak yang tela mampu berdiri sendiri dan membentuk keluarga baru. 
     Karakteristik keluarga menurut Mac Iver, C Horton adalah : 
1) Merupakan hubungan perkawinan 
2) Bentuk suatu kelembagaan berkait dengan dilangsungkannya perkawinan 
3) Mempunyai suatu system tata nama, termasuk garis keturunan 
4) Mempunyai fungsi ekonom yang dibentuk oleh anggotanya 
5) Merupakan tempat tinggal bersama dalam satu rumah atau rumah tangga. 
2. Bentuk perkawinan. 
Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Bentuk perkawinan adalah : a) Monografi. 
       Yaitu perkawinan satu orang suami dengan satu orang istri. b) Poligami / poligini 
       Yaitu perkawinan satu orang suami dengan lebih dari satu istri 
c) Poliandri 
      Yaitu perkawinan satu orang istri dengan lebih dari satu orang suami. 
d) Group married 
       Yaitu keluarga yang terdiri dari satu kelompok suami dan satu kelompok istri. 
Dilihat dari bentuk perkawinan, asal suami istri / istri adalah: a) Eksogami 
     Yaitu perkawinan antar orang dengan orang diluar golongan ras, agana, suku, bangsa dsb. 
b. Endogami 
     Yaitu perkawinaan antar orang dengan orang di dalam golongan c) Eletriogami 
     Yaitu perkawinan antar orang dengan lapisan ekonomi berbeda 
(contoh, seorang anak petani menikah dengan anak menteri) 
d) Homogami 
      Yaitu perkawinan antar lapisan yang sama (ekonomi menengah dengan ekonomi menengah) 
3. Fungsi dan Peran Lembaga Keluarga 
Fungsi lembaga keluarga adalah sebagai pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing anggota di dalam keluarga itu dan atau oleh keluarga itu. Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai warga masyarakat. 
Beberapa fungsi keluarga adalah : 
1. Fungsi reproduktif 
Suatu keluarga anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri untuk meneruskan keturunannya. 
2. Fungsi sosialisasi 
    Peran orang tua sebagai teladan dalam keluarga sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tuanya dan berguna dalam masyarakat. 
 
 
3. Fungsi ekonomi 
       Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhaan ekonomi dalam keluarga baik istri maupun anaknya. Seorang ibu harus mampu mengatur dan mengolah hasil kerja suami agar kebutuhaan ekonomi keluarga dapat terpenuhi, dengan skala prioritas. 
4. Fungsi afektif 
       Suatu keluarga perlu kedamaian, kasih sayang, kehangatan dan kasih sayang antar anggota keluarga, karena hal tersebut merupakan kebutuhan manusia sebagai makluk bernalar dan mampu berfikir. Bila kasih sayang dan lainnya tersebut tidak diperoleh dalam keluarga, maka anak akan sulit dikendalikan bahkan bisa terjerumus ke penyimpangan sosial / kejahatan. 
5. Fungsi proteksi 
       Proteksi adalah suatu perlindungan yang sangat diperlukan oleh anggota keluarga terutama anak, sehingga merasa aman bila berada diantara anggota keluaarga. Sehingga anak dan anggota keluarga merasa terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan baik dari anggota itu sendiri ataupun dari luar. 
6. Fungsi pengawasan sosial 
       Semua anggota keluarga dalam satu keluarga biasanya saling melakukan control, atau pengawasan karena mereka merasa saling bertanggung jawab dan saling menjaga keharmonisan antara satu dengan yang lain. Nama  baik keluarga biasanya dijadikan sebagai pertimbangannya. 
7. Fungsi pemberian status 
       Melalui perkawinan seseorang akan memperoleh status jelas baik suami, istri atau anak. Sehingga seseorang dengan statusnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga ataupun anggota masyarakat. 
         Peranan keluarga dan tugas keluarga merupakan tanggung jawab setiap orang di dalam masyarakat tidak terkecualikan. Semua peran dan tanggungjawab tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti peran ibu dalam keluarga, peran dan tugas ayah dalam keluarga. Hampir semua orang terhimpun dalam suatu lembaga terkecil ini (keluarga), sehingga masing-masing tentu mempunyai peran dan tugas sesuai dengan posisinya. Namun pada pekerjaan pekerjaan tertentu misalnya bidang ekonomi, hampir semua anggota keluarga ikut membantunya baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam usaha perdagangan sering semua anggota keluarga terlibat, meskipun tanggung jawab utama terletak pada ayah atau ibu. Dalam kehidupan sehari-hari masing-masing keluarga mempunyai kebijaksanaan berbeda antara keluarga satu dengan lainnya, namun dalam satu keluarga masing-masing anggota keluarga saling memahami peran dan tugas masingmasing. Sehingga setiap anggota keluarga menyesuaikan diri pada aturan dan tuntutan keluarga. Tingkah laku pribadi seseorang akan lebih terlihat oleh sesama anggota keluarganya baik berupa kedisiplinan, ketaatan dan berbagai aktivitasnya. Sehingga keluarga berperan sebagai pengendali, pengatur tingkah laku anggotanya sehingga bisa diterima oleh masyarakat. 
          Peran keluarga adalah dasar pembantu utama dalam struktur sosial yang lebih luas. Karena keluarga adalah sebagai tempat pembentukan tingkah laku seseorang yang akan mewarnai tingkah laku masyarakat sekitarnya, termasuk dalam penerus tradisi / budaya dalam masyarakat. Peran tingkah laku yang dilakukan dalam suatu keluarga merupakan  prototype dan contoh yang akan diikuti oleh keluarga lain, apalagi bila yang bertingkah laku adalah orang yang terpandang dalam masyarakat. Kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat pada hakikatnya adalah adalah warisaan dari generasi sebelumnya, dimana keluarga berperan sebagai saluran penerus yang tetap melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh orang tuanya. 
2. Lembaga Pendidikan  
       Lembaga pendidikaan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan bagi anak didik. Merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan, meliputi pendidikaan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut: 
1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 
2) Mengembangkan bakat dan potensi perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, terutama bagi pemenuhan kebutuhaan hidupnya. 
3) Melestarikan kebudayaan, dengan cara mengajarkan dari generasinya ke generasi berikutnya 
4) Menanamkan keterampilan dan berfikir rasional yang perlu disiapkan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. 
5) Memperkaya kehidupan dengan cara menciptakan kemungkinan untuk berkembang intelektualnya dan mencintai keindahan. 
6) Meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan cara belajar, mengikuti bimbingan atau kursus. 
7) Meningkatkan kesehatan diri dengan cara berolahraga atau mengikuti kopitisi dalam suatu pertandingan atau lomba. 
8) Memupuk rasa nasionalisme, patriotik melalui berbagai pelajaran sehingga menumbuhkan cita bangsa dan negara. 
9) Membentuk kepribadian yang selaras, anggun sehingga menimbulkan rasa senang damai bagi orang lain. 
   Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 
1) Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. 
2) Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. 
3) Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. 
4) Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. 
Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut: 
1) Transmisi (pemindahan) kebudayaan. 
2) Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 
3) Menjamin integrasi sosial. 
4) Sekolah mengajarkan corak kepribadian. 
5) Sumber inovasi sosial. 
c. Lembaga Ekonomi 
       Lembaga ekonomi adalah lembaga yang menangani kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang diperlukan dalam mempertahaankan kelangsungan hidup masyarakat. Lembaga sosial ini tidak terlepas kegiatan-kegiatan untuk  pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Lembaga ekonomi meliputi : 
1) Lembaga produksi 
    Yaitu lembaga yang mengupayakan masyarakat untuk menghasilkan produk-produk pangan, sandang dan papan, seperti : a) Masyarakat berburu / meramu dari hutan 
b) Masyarakat petani peladang 
c) Masyarakat petaani sawah 
d) Masyarakat peternak 
e) Masayarakat nelayan 
f) Masyarakat inddustri 
 
2) Lembaga distribusi 
      Yaitu lembaga yang berupaya untuk menyebarkan luaskan hasil produksi kepada para konsumen berupa memperjual belikan atau memperdagangkan hasil produksi. Dalam masyarakat tradisonal seseorang bisa berperan sebagai produsen, konsumen dan selakigus sebagai distributor (penjual), seperti petani, nelayan. Apabila masyarakat produsen kelebihan produksi dan melampaui daya serap konsumennya kelebihan produksi akan didistribusikan pada konsumen yang membutuhkan. Pendistribuasian hasil-hasil produksi disalurkan melalui mekanisme pasar. 
3) Lembaga konsumsi 
         Yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian hasil-hasil produksi. Masyarakat bila mengalami kekurangan akan kebutuhaannya, atau mengalaami kelangkaan produksi maka kekuraangan itu bisa didatangkan daerah daerah lain yang memproduksi kebutuhan tersebut untuk dikonsumsi masyarakat bersangkutan. 
Tujuan lembaga ekonomi: 
Pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.  
Tujuan  dari lembaga ekonomi adalah: 
1) Mengatur kehidupan sosial ekonomi 
2) Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan 
3) Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter 
4) Memberi pedoman tentang harga jual beli barang 
5) Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja 
6) Memberikan pedoman tentang cara pengupahan 
7) Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja 8) Memberi identitas bagi masyarakat. 
9) Mengatur system kehidupan ekonomi 
10) Tempat pertukaran bebas 
11) Mengubah struktur sosial budaya bidang ekonomi           Unsur-unsur lembaga ekonomi : 
1) Pola perilaku : efisiensi, penghematan, profesionalisme dan mencari keuntungan 
2) Budaya simbolis : merk dagang, hak paten, slogan. 
3) Budaya manfaat : toko, pabrik, pasar, kantor, blangko, formulir. 
4) Kode spesialisasi : kontrak kerja,lisensi, monopoli, akte perusahaan. 
5) Ideology : liberalis, kapitalis, managerial, tanggung jawab, kebebasan berusaha dan hak buruh. 
d. Lembaga Agama 
Adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (umat beragama) dengan maksud memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama. Dengan lembaga agama sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat   telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga agama yang ada di Indonesia adalah : 
1) Islam : Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
2) Kristen : Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) 
3) Katolih : Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) 
4) Hindu : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 
5) Buddha : Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI)             Fungsi Lembaga agama adalah: 
1) Sebagai pedoman hidup 
2) Sumber kebenaran 
3) Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan 
4) Tuntutan prinsip benar dan salah 
5) Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama 
6) Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun. 
7) Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata 
8) Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia 
9) Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama 
10) Tempat untuk membahas daan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan agama 
11) Memelihara dan meningkatkan kualitas hidup beragama 
12) Memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama 
13) Mewakili umat dalam berdialog dan mengembangkan sikap saling toleranssi dalam bidang agama 
14) Menyalurkaan aspirasi umat pada pemerintah 
15) Menyebarluaskan kebijakan pemerintah pada umat masing-masing agama 
16) Wahana silaturahmi yang dapat menciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 
e. Lembaga Politik 
Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur tata kelakuaan dan kehidupan bernegara, menangani bidang hukum seperti perundangundangan, pemerintahan negara, kepolisian, angkatan bersenjata, deplomatik, kepegawaian, kepartaian dan sebagainya. Lembaga ini bertanggungjawab terciptanya keteraturan dan ketertiban negara, menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat.   
Bentuk pranata atau institusi politik yang mengkoordinasi segala kegiatan diatas disebut negara.  Terbentuknya lembaga politik dalam suatu nation (bangsa) dalam negara adalah : 
1) Mengadakan kegiatan yang dapat menjawab keinginan warga bangsa 
2) Menekan persamaan nilai, norma dan sejarah melalui pengajaran di sekolah, media massa. 
3) Menjaga ketentraman nasional melaui tentara nasional, dengan keikut sertaan semua warga masyarakat 
4) Mengadakan upacara pada event / kesempatan tertentu Fungsi lembaga politik : 
Fungsi lembaga politik mengatur hubungan kekuasaan warga masyarakat sehingga keteraturan sosial dapat terpelihara, mempunyai kekuasaan dan kewenanagan untuk mengatur, member sangsi kepada anggota yang menyimpang. Wujud nyata fungsi pelaksanaan kekuasaan lembaga politik adalah : 
1) Pelembagaan norma melalui Undang-Undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif. 
2) Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui. 
3) Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat yang bersangkutan. 
4) Menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya. 
5) Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. 
6) Memelihara kesiapsiagaan/kewaspadaan menghadapi bahaya.  
7) Menghubungkan antara kekuasaan dengaan warga masyarakat sehingga tercipta suasana tertib dan damai. 
8) Menangani masalah administrasi dan tata tertib hokum demi terciptanya keamanan dan ketenteraman masyarakat. 
Dalam lembaga politik terkait erat dengan lembaga hukum. Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari: 
1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. 
2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifata dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. 
3) Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. 
4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara. 
5) Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengekataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. 
6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali 	hubungan-hubungan 	esensial 	antara 	anggota-anggota masyarakat. 
 
 
 
 

